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PENETAPAN

Nomor : 01 35rPdt.G l2018IPA.Bm

DEIilI KEADII.AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG TiAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama

tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 dalam perkara Gugatan

pereraian antara:

Rusia alias Rusiah binti AMunahman, umur 39 tahun, agama lslam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD,

tempat kediaman di Dusun Toro Naru RT.011 RW. 003

Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai

Penggugat;

melawan

Hasan bin M. Amin, umur 45 tahun, agama lslam, pekerjaan Petani,

pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Toro Naru

RT.004 RW. 001 Desa Oi Tui Kecamatan Wera

Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tercebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar lteterangan Penggugat dan Tergugat, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Januari 2018

yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

dengan nomor 0135/Pdt.Ca2018/PA.Bm, tanggal 18 Januari 2018 telah

mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai beriku

l..Bahwa, pada tanggal 03 Juni 19S, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor :2211811N1996 tanggal 04 Septemkr 1996;:

2. Batrwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Doro O'o

Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah

dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bercama Desa Oi Tui

Kecamatan Wera Kabupaten Bima selama 19 tahun. Selama pemikahan

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. Nurlina Sari (P| Lahirtanggal 17-11-1999

2. Amdn (Ll Lahir tanggal 06-05-2002

3. Nujran {L} Lahirtangga A4-11-2AM

4. lka Aprilyanti (P) Lahirtangga 09-M-2013

3 .Bahwa kurang lebih seiak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan

antara lain :

a. Tergugat sudah menikah siridengan perempuan lain yang bernama

lsa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

b. Tergugat setelah menikah lagitidak pernah menjamin nafkah Lahir

Penggugat;

4 .Bahwa punek keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2.A17 yang

akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggaldi

rumah orang tua Penggugat Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten

Bima sampai dengan sekarang, seiak itu pula antara Penggugat dan

Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu

Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan

lahir maupun batin sampai sekarang;

5 .Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pemah diupaya damaikan oleh

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

.,D,.:: 
o

a

Hlm ZsldHlm 5 Penetapan ]*{omor I 35lPdt.Gl201 I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*

6 .Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian merupakan altematif terakhir bagi Penggugat untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

1. Primer: .\

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat {Hasan bin M. Amin}

Terhadap Penggugat (Rusia alias Rusiah binti Abdurrahman);

3. Menetapkan biaya perkara sesuaiaturan yang berlaku ;

2. Subsidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

pada hari dan tanggalyang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat

telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa atas arahan dan pandangan darimajelis hakim tersebut, maka

Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatannya dan akan

mencabut perkaranya yang telah terdatar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat hadir di persidangan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat

diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan

persetujuan Tergugat sesuaidengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

maka perlcabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan

dengan perkara ini;

iIENETAPKAN

1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan bahwa ped<ara Nomor 135lPdt.Gl2018/PA.Bm dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin

tanggal 12 Februari 2418 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil

Awal 1439 Hijiyah, oleh Maielis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri

dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA..

dan Muhamad lsna Wahyudi, S.H.l., M.S.l. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tercebut pada hari itu juga

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim

-id
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anggota dengan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti

yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua fviajeiis,

ftfiulyadi, $.Ag

Hakim Anggota,
lt -eHaKrm Anggo

Lutfi fifiuslih, . Ag,, fiilA, fiftuhamad Isna Wahyudi, S.H.l., nfi.S.l.

Panitera Pengganti,

PH fi$c iq *,.hHvS. mg#3 rg[,

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

2, Prases : Rp. 50.0S0,-

3. Pangglian : Rp. ,4S0.000-

4. Redaksi : Rp. S.00S,*

5" Materai : Hp. 6.S00,*

Jumlah Rp. 491.000,*

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Suhartatio SH.
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